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Abstract 
Indonesia Banking still not reach all areas in Indonesia until now, especially in 
remote areas. The existence of them a reality, then bank develop products namely 
branchless banking services which is a bank service without an office with the office network 
but not through the use of information technology in its operations and requires the 
cooperation of other parties, namely the agent as representative of the bank to provide 
banking services in the society are not familiar with, use and or obtained banking services 
and other financial services. 
The goal research is to analyze the position of the agent as an arm of the Bank 
organizers intelligent behavior in the presence of branchless banking services as well as the 
responsibilities of the future agency occurs when opening the secret to customer data and or 
savings ( in terms of the Financial Services Authority Regulation No. 19 / POJK.03 / 2014 
on Financial Services in the Context of Financial Office Without Inclusive ). The research 
method used writer is a normative legal research methods 
The Results of this research is existence of depositors are very important in the world 
of banking and economy, because that the government provide legal protection to the data 
depositors and deposits, but if we examine further, there are still rules that have not yet set a 
more clear to the parties that should be worth or required for keep  secret about customer 
data and savings, in this case the agent referred to in the Regulation of the Financial 
Services Authority Number 19 / POJK.03 / 2014 on Financial Services in the Context of 
Financial Office Without Inclusive, the rights and obligations of the agent and its sanctions 
are clearly arranged, branchless banking services will be held bank can easily accepted by 
society because people will feel safe and comfortable, especially in the use of branchless 
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banking services, especially to save funds on the agent and for realization of inclusive 
finance in Indonesia. 
   
Key words: branchless banking, financial inclusive, bank agent 
           
Abstrak 
Perbankan di Indonesia sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih belum 
menjangkau seluruh wilayah di Indonesia terutama di daerah terpencil. Adanya realita yang 
seperti itu, kemudian bank mengembangkan produknya yaitu layanan branchless banking 
yang merupakan layanan bank tanpa kantor dengan tidak melalui jaringan kantor melainkan 
mempergunakan tehnologi informasi dalam operasionalnya serta membutuhkan kerjasama 
dari pihak lain yaitu agen sebagai kepanjangan tangan dari bank untuk memberikan layanan 
perbankan pada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan atau mendapatkan 
layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. 
Tujuan Penelitan ini adalah untuk menganalisis kedudukan agen sebagai kepanjangan tangan 
dari Bank penyelenggara laku pandai dengan adanya  layanan branchless banking serta tanggung 
jawab agen apabila dikemudian hari terjadi terbukanya rahasia atas data nasabah dan atau 
simpanannya (ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang 
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Metode Penelitian yang 
digunakan Penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. 
Hasil Penelitiannya adalah bahwa keberadaan nasabah penyimpan sangatlah 
penting dalam dunia perbankan dan perekonomian, karena itulah pemerintah memberikan 
perlindungan hukum kepada data nasabah penyimpan dan simpanannya, tetapi apabila kita 
telaah lebih lanjut, ternyata masih ada peraturan yang belum mengatur lebih jelas kepada 
pihak-pihak yang seharusnya patut atau wajib untuk merahasikan data nasabah dan 
simpanannya, dalam hal ini agen sebagaimana dimaksud di Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam 
Rangka Keuangan Inklusif. Apabila hak dan kewajiban agen serta sanksinya diatur secara 
jelas, maka layanan branchless banking yang diselenggarakan bank akan dapat mudah di 
terima oleh masyarakat karena masyarakat akan merasa aman dan nyaman terutama dalam 
menggunakan layanan branchless banking khususnya untuk menyimpan dananya pada agen 
dan untuk mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia. 
 
Kata kunci: layanan perbankan tanpa kantor, keuangan inklusif, agen bank  
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Latar Belakang 
Perbankan di Indonesia sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih belum 
menjangkau seluruh wilayah di Indonesia terutama di daerah terpencil, hal ini dapat 
disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan untuk pembukaan kantor relatif cukup besar 
dikarenakan harus menyediakan tempat atau bangunan gedung untuk kantor juga harus 
menyediakan prasarana lainnya misalnya: Sumber Daya Manusia (SDM), tehnologi 
informasi, alat tulis kantor (ATK) dan lain sebagainya yang harus sesuai dengan standar, dan 
akhirnya mengakibatkan masih banyak masyarakat Indonesia yang unbanked atau belum 
bankable. Adanya realita yang seperti itu, kemudian bank mengembangkan produknya yaitu 
layanan branchless banking yang merupakan layanan bank tanpa kantor dengan tidak 
melalui jaringan kantor melainkan mempergunakan tehnologi informasi dalam 
operasionalnya serta membutuhkan kerjasama dari pihak lain yaitu agen sebagai 
kepanjangan tangan dari bank untuk memberikan layanan perbankan pada masyarakatyang 
belum mengenal, menggunakan dan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan 
keuangan lainnya. 
Layanan branchless banking yang dapat dilakukan agen adalah dalam hal penerimaan 
dana tabungan, memberikan pembiayaan kredit mikro, asuransi mikro dan produk keuangan 
lain berdasarkan persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagaimana disebutkan 
dalam pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang  
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Otoritas Jasa 
Keuangan mengeluarkan peraturan tersebut untuk mendukung terwujudnya keuangan 
inklusif agar masyarakat unbanked dapat mempergunakan layanan perbankan. Keuangan 
inklusif dalam hal ini  dapat diartikan dengan tercapainya keadaan masyarakat unbanked 
terutama yang berpenghasilan rendah dapat menggunakan layanan keuangan perbankan 
yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga bisa membantu masyarakat dalam 
meningkatkan kesejahteraannya dan membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. 
Otoritas Jasa Keuangan  merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan 
pengawasan, pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan untuk 
mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta mampu untuk melindungi 
kepentingan masyarakat pengguna jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Republik 
4 
 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terutama dalam pasal 1  
ayat (1) menentukan bahwa: 
 “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga independen 
dan bebas dari campur  tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang ini”. 
Peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan ini bersifat mengikat secara 
umum dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, hal tersebut telah 
disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan terutama dalam pasal 1 ayat (11) yaitu “Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat 
secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Dewan 
Komisioner disini merupakan pimpinan tertinggi di Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat 
kolektif dan kolegial, hal tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan bahwa 
“Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat 
kolektif dan kolegial”. 
Terhitung sejak di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Bank Indonesia dalam fungsi, tugas dan 
wewenangnya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan dialihkan ke Otoritas Jasa 
Keuangan. Pengalihan ini meliputi pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek 
kehati-hatian, dan pemeriksaan bank yang biasa disebut dengan pengaturan dan pengawasan 
secara micropudential sedangkan dalam hal pengaturan dan pengawasan secara 
macropudential tetap menjadi fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia. Berdasarkan 
pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
menyatakan tentang tugas Bank Indonesia adalah “menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur kegiatan yang 
dilakukan oleh Bank di Indonesia”. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yang terutama pada 
pengaturan dan menjalankan pengawasan kepada bank dalam memberikan pelayanan jasa 
keuangan secara mikroprudensial, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan 
tentang pengembangan usaha perbankan dalam layanan branchless banking yang termuat 
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dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam 
Rangka Keuangan Inklusif Nomor 19/POJK.03/2014 yang diundangkan pada tanggal 19 
November  2014.  
Berdasarkan penelitian penulis, peraturan tersebut belum mengakomodir seluruhnya 
terhadap terutama dalam hal ini terhadap nasabah atau konsumen penyimpan dana yang 
memanfaatkan layanan branchless banking. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan 
Inklusif tersebut, terutama dalam hal agen yang memberikan pelayanan branchless banking 
ternyata belum diatur sanksi-sanksinya kepada agen terkait dengan keharusan untuk 
merahasiakan data nasabah dan simpanannya, sedangkan dalam hal ini, agen bukanlah 
pegawai bank sebagaimana dimaksud pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 
19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan 
Inklusif terutama dalam pasal 1 ayat (4) adalah bahwa “agen adalah pihak yang bekerjasama 
dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk 
menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai 
yang diperjanjikan”. 
Penulis dalam melakukan penulisan jurnal ini lebih menekankan kepada kedudukan 
dan tanggung jawab agen kepada nasabah penyimpan dan simpanannya terhadap layanan 
perbankan branchless banking (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
19/POJK.03/2014 Tanggal 19 November  2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor 
Dalam Rangka Keuangan Inklusif), karena pada hakikatnya apapun produk atau layanan 
yang dikeluarkan oleh bank yang berhubungan dengan data nasabah dan simpanannya wajib 
dilindungi secara hukum. Hal tersebut sangat rawan dari fraud yang dilakukan oleh pihak 
bank dan atau agen, karena bank dan atau agen mempunyai data informasi tentang nasabah 
berikut simpanannya, sedangkan nasabah berharap agar bank dana atau agen dapat 
mengamankan dananya dan datanya. Sebenarnya antara bank dan atau agen dengan nasabah 
akan terjadi simbiosis mutualisme  atau hubungan yang saling menguntungkan apabila 
antara bank dan atau agen dengan nasabah dapat melakukan apa yang menjadi 
kewajibannya, misalnya : bank dan atau agen akan mendapat dana dari nasabah penabung 
dan atau deposan yang dapat dipergunakan bank dan atau agen untuk membantu 
operasionalnya misalkan dengan menyalurkannya kepada masyarakat melalui kredit, 
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sedangkan pihak nasabah akan merasakan aman apabila dananya di taruh atau disimpan di 
bank, karena di samping nasabah akan mendapatkan bunga dari bank maka akan dapat 
memperoleh jaminan keamanan atas data dan dananya. 
“Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah 
penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila 
nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia 
tidak akan mau menjadi nasabahnya. Salah satu fungsi dari lembaga keuangan yang 
menghimpun dana simpanan dari masyarakat, maka seharusnya bank menerapkan ketentuan 
rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya”.4 
Kewajiban bank disini sebatas pada segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan dan 
simpanannya. Ketentuan tentang kewajiban bank untuk menjaga rahasia data nasabah 
penyimpan dan simpanannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan terutama 
dalam pasal 40,41A,42, 42A, 44A, 47, 47 A dan 48. Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
menentukan bahwa “bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah 
penyimpan dan simpanannya”, sedangkan dalam penjelasan pasal 40 menentukan 
“keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan 
keterangan yang wajib dirahasiakan bank” sedangkan pada peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam 
Rangka Keuangan Inklusif menentukan : 
a. Pasal 34 : 
(1) “Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan 
konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan 
konsumen sektor jasa keuangan”. 
(2) “Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku”. 
                                                             
4Chatamarrasjid dan Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 
1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo.Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang  Bank Indonesia 
(Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 120. 
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b. Pasal 3 ayat (3) menentukan bahwa “Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
telah disetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan 
manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Laku Pandai.” 
Sesuai pasal 34 serta Pasal 3 ayat (3) peraturan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang 
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif tersebut dapat diartikan 
bahwa Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan kepada bank untuk memberikan perlindungan 
kepada nasabah dengan tetap menerapkan manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian yang 
hanya menekankan kewajiban tersebut hanya berlaku pada bank, padahal dalam hal ini agen 
sebagai kepanjangan tangan dari bank dalam layanan branchless banking terutama dalam 
memberikan jasa simpanan pada masyarakat seharusnya juga diwajibkan untuk untuk 
memberikan perlindungan kepada nasabah dengan tetap menerapkan manajemen resiko dan 
prinsip kehati-hatian. Agen dalam hal ini tidak dapat disebut sebagai pegawai bank.Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang  Perbankan terutama pada penjelasan pasal 47 ayat (2) menentukan bahwa “yang 
dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank”. Penjelasan 
tentang  agen telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 
tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusifterutama pada 
pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa “Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank 
penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan 
layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang 
diperjanjikan”.  
 Keberadaan nasabah penyimpan sangatlah penting dalam dunia perbankan dan 
perekonomian, karena itulah pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada data 
nasabah penyimpan dan simpanannya, tetapi apabila kita telaah lebih lanjut, ternyata masih 
ada peraturan yang belum mengatur lebih jelas kepada pihak-pihak yang seharusnya patut 
atau wajib untuk merahasikan data nasabah dan simpanannya, dalam hal ini agen 
sebagaimana dimaksud di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 
tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Apabila hak 
dan kewajiban agen serta sanksinya diatur secara jelas, maka layanan branchless banking 
yang diselenggarakan bank akan dapat mudah di terima oleh masyarakat karena masyarakat 
akan merasa aman dan nyaman terutama dalam menggunakan layanan branchless banking 
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khususnya untuk menyimpan dananya pada agen dan akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan mendukung  terwujudnya keuangan inklusif di Indonesia. 
 
Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan bahwa Otoritas Jasa 
Keuangan adalah lembaga negara independent yang mempunyai tugas, fungsi dan 
wewenang sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan lembaga 
independent yang didirikan bebas campur tangan dari pihak lain sehingga keberadaannya 
sangat diharapkan dapat memberikan masukan, pendapat atau teguran kepada perbankan 
dalam menjalankan kegiatannya dalam memberikan pelayanan produk jasa kepada 
masyarakat. 
Otoritas Jasa Keuangan dalam mengantisipasi permasalahan yang mungkin akan 
terjadi tersebut kemudian mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang 
layanan perbankan branchless banking. Peraturan tersebut baru saja terbit pada  bulan 
november 2014 yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang 
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Peraturan tersebut 
diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan sebagai 
lembaga yang independent harus dapat berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan 
mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan. 
Bank laku pandai dalam hal ini merupakan bank penyelenggara layanan keuangan 
tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau biasa disingkat dengan bank laku pandai 
adalah bank yang menyelenggarakan layanan perbankan branchless banking sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang 
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.  Bank laku pandai 
menunjuk agen atau pihak lain yang merupakan kepanjangan tangannya untuk memberikan 
pelayanan branchless banking pada masyarakat. Agen yang telah ditentukan oleh bank ini 
harus melalui beberapa penilaian sebelum dapat melakukan kerjasama dengan bank. Kriteria 
yang harus dipenuhi oleh agen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan 
Inklusif adalah : 
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a. Agen  mempunyai perjanjian kerjasama dengan Bank Laku Pandai. 
b. Agen dapat berupa perorangan dan/ atau berbadan hukum. 
Agen sebagai kepanjangan tangan dari bank laku pandai hanya melakukan pekerjaan 
yang sesuai dengan yang tercantum di perjanjian kerjasama. Layanan yang dapat diberikan 
oleh agen sebatas wilayah atau area disekitar wilayah kedudukan agen yang mencakup desa 
atau setara dan /atau daerah lain disekitarnya serta khusus untuk nasabah dalam kateristik 
basic saving account (BSA). Nasabah yang memiliki kateristik basic saving account (BSA) 
adalah nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 
1. Warga Negara Indonesia (WNI). 
2. Transaksi dilakukan dalam rupiah. 
3. Tidak ada batas minimun setoran dan saldo rekening. 
4. Maksimum saldo rekening adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 
5. Maksimum saldo debet atau  transaksi penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau 
transfer dalam 1 (satu) bulan secara komulatif maksimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima 
juta rupiah) dan maksimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). 
6. Tidak ada biaya : 
a. Administrasi bulanan. 
b. Pembukaan dan penutupan rekening. 
c. Transaksi penyetoran tunai, transfer masuk dan pemindahbukuan. 
Apabila terdapat biaya maka biaya tersebut harus sesuai dengan ketentuan 
Bank Laku pandai dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi yang dilakukan oleh 
nasabah. 
7. Nasabah memperoleh bunga dari dana yang ditempatkan pada agen walaupun dana dari 
nasabah tersebut sebesar Rp 1.00 (satu rupiah). 
8. Tidak diperbolehkan ada rekening bersama dengan status dan/atau. 
9. Nasabah belum memiliki tabungan lainnya. 
10. Nasabah dapat memperoleh dan menggunakan fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri 
(ATM) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonannya pada agen. 
Apabila ternyata dikemudian hari nasabah melakukan transaksi yang tidak sesuai 
dengan kareteristik basic saving account (BSA) maka bank harus meminta persetujuan pada 
nasabah untuk merubah status tabungan menjadi tabungan reguler. Agen dan Bank Laku 
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pandai wajib melakukan peninjauan kembali pada nasabah tersebut dengan melakukan 
prosedur customer due diligence (CDD). 
Layanan branchless banking yang dapat diberikan oleh agen pada nasabahnya 
tersebut meliputi : 
a. Melayani transaksi basic saving account (BSA) yang dilakukan oleh nasabahnya yaitu 
meliputi : 
1. Pembukaan dan /atau penutupan rekening. 
2. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, 
transfer atau pemindahan dana serta pengecekan saldo. 
3. Menyalurkan kredit kepada nasabah mikro. 
Agen dapat memberi fasilitas kredit kepada nasabah mikro dan melakukan 
proses kredit seperti ketentuan yang berlaku, yaitu dimulai dengan menerima 
dokumen pengajuan kredit dari nasabah mikro, mencairkan fasilitas kredit, 
melakukan penagihan dan menerima pembayaran angsuran dan/ atau pelunasan 
pokok. Analisis terhadap kelayakan atas calon debitur dan persetujuan pemberian 
fasilitas kredit kepada calon debitur tetap dilakukan oleh Bank Laku Pandai.  
b. Memberikan pelayanan jasa keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dengan tetap memberitaukannya pada Bank Laku Pandai. 
c. Memasarkan asuransi mikro dan /atau asuransi syariah disesuaikan dengan perjanjian 
kerjasama yang dilakukan antara agen dan perusahaan asuransi mikro dan /atau asuransi 
syariah. Agen yang melakukan hal ini harus terlebih dahulu melaporkan pada Bank 
Laku Pandai. 
Branchless banking sangat tergantung pada agen dan sistem tehnologi yang baik, 
karena dalam pelaksanaannya menggunakan electronic device yang berasal dari Bank Laku 
Pandai. Walaupun agen sudah dibekalielectronic device dari Bank Laku Pandai dalam 
memberikan pelayanan kepada nasabahnya, tetap saja Bank Laku Pandai harus mempunyai 
sistem yang baik yang secara bersamaan (real time) membukukan atau mencatat transaksi 
tersebut pada core bangking system Bank Laku Pandai. Transaksi tersebut harus dapat 
dibuktikan pada nasabah dengan cara menyampaikan buktinya kepada nasabahnya. 
Agen dalam memberikan pelayanan pada nasabahnya yang mempunyai karakteristik 
basic saving account (BSA) harus menerapkan prosedur uji kelayakan pada calon nasabah 
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atau biasa disebut customer due diligence (CDD) secara sederhana, yaitu paling sedikitnya 
agen harus mengetahui tentang profil dari calon nasabah tersebut meliputi : 
a. Nama lengkap. 
b. Alamat dan atau domisilinya. 
c. Tempat dan tanggal lahir. 
d. Pekerjaaannya. 
e. Specimen tanda tangan. 
Informasi tentang profil dari calon nasabah tersebut harus didukung dengan dokumen 
identitas dan dokumen pendukung lainnya yang berfungsi untuk menyakinkan pada Bank 
Laku Pandai bahwa tentang profil dari nasabah yang melakukan transaksi di agen. Customer 
due diligence (CDD) secara sederhana seperti tersebut diatas dilakukan untuk mencegah 
terjadinya tindak pencucian uang dan /atau pendanaan untuk terorisme. Prosedur Customer 
due diligence (CDD) secara sederhana tidak dapat dilakukan apabila terdapat : 
a. Ketidak sesuaian profil calon nasabah dengan data atau dokumen yang diberikannya. 
b. Calon nasabah merupakan Politically Exposed Person (PEP) dan/ atau  diduga 
melakukan tindak pencucian uang dan/ atau pendanaan untuk terorisme. 
Calon nasabah yang pernah terkait dengan politik atau yang memiliki dan /atau 
pernah mempunyai kewenangan publik yang  biasa disebut dengan Politically Exposed 
Person (PEP) tidak dapat dilakukan prosedur Customer due diligence (CDD) secara 
sederhana, maka harus dimintakan dokumen pendukung  lainnya minimal memuat 
tentang : 
a. Informasi asal dana. 
b. Informasi tentang penggunaan dana. 
c. Informasi tentang jumlah penghasilan rata-rata. 
d. Informasi tentang transaksi rata-rata per bulannya. 
Dokumen pendukung lainnya tersebut diatas diperlukan untuk dalam rangka 
memenuhi prinsip mengenal nasabah atau Customer due diligence (CDD). Prosedur 
Customer due diligence (CDD) ini digunakan bank untuk calon nasabah yang akan 
membuka rekening dan setiap saat dapat dilakukan apabila ada perubahan tentang data atau 
profil nasabah. Apabila diperlukan calon nasabah harus dapat menunjukkan bukti-bukti 
pendukung asal dan penggunaan dana yang disimpan di Bank proses tersebut biasa disebut 
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dengan Enhanced Due Diligence (EDD) atau uji tuntas lanjut. Prosedur Customer due 
diligence (CDD) ini dilakukan bertujuan agar tercipta industri keuangan yang bebas dari 
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan : 
a. Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah 
Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal. 
b. Peraturan Bank Indonesia  tentang KYC (Knowledge Your Customer) terutama Nomor 
3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer 
Principles) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4107) yang telah mengalami perubahan dan yang terakhir 
adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran 
NegaraNomor4325 
Kepercayaan nasabah penyimpan untuk menyimpan dananya pada agen sangat 
mempengaruhi likuiditas agen dan bank serta akan membantu pemerintah dalam 
meningkatkan sistem keuangan inklusif untuk memajukan sektor perekonomian. Adanya 
branchless banking diharapkan dapat menambah jumlah nasabah penyimpan.  
 Negara Indonesia memiliki banyak sekali organisasi-organisasi yang berdiri yang 
mempunyai tujuan bermacam-macam. Penulis dalam menulis jurnal ini menggunakan teori 
organisasi untuk mempelajari kedudukan agen dalam memberikan layanan branchless 
banking sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan 
Inklusif.  
“Organisasi pada pokoknya adalah sekelompok manusia yang dengan sengaja 
dipersatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untuk mencapai tujuan yang sudah 
ditetapkan. Di samping itu organisasi dapat juga dipandang sebagai suatu sistem dan bentuk 
hubungan antara wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan dalam rangka 
pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dengan cara yang paling efisien”5. 
                                                             
5F.X Soedjadi, O&M (Organization and Methods) Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen Keuangan,  Haji 
Masagung, Jakarta, 1993,  hlm. 43. 
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Organisasi yang sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka 
kedudukan antara bagian dalam organisasi sangat mempunyai peranan penting untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Manusia merupakan individu dalam suatu 
organisasi. Semakin banyaknya perkembangan masalah yang ada di individu maka semakin 
berkembang pula permasalahan yang ada di organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dalam 
mencapai tujuannya sangat menggantungkan pada perilaku individu atau manusia dalam 
organisasi tersebut. Max Weber menyampaikan bahwa suatu organisasi mempunyai sifat : 
“ (1).Adanya spesialisasi,atau pembagian kerja. 
   (2).Adanya hirarki yang berkembang. 
   (3).Adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan. 
   (4).Adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas. 
   (5).Adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan”6. 
Teori tersebut dalam kaitannya agen dalam memberikan pelayanan branchless 
banking merupakan individu atau manusia yang mempunyai pekerjaan atau aktivitas yang 
tunduk pada peraturan yang seharusnya juga mempunyai hak untuk mendapatkan promosi 
berdasarkan kecakapan tetapi dalam kenyataannya, agen disini hanya merupakan 
kepanjangan tangan dari Bank sebagai penyelenggara laku pandai yang mana agen harus 
menjalankan suatu pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang dibuat antara agen dan 
Bank penyelenggara laku pandai. Agen dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk 
mendapatkan promosi jabatan berdasarkan atas kecakapannya, karena agen bukanlah bagian 
dari organisasi dari Bank penyelenggara laku pandai.  
CST Kansil dan Christine ST Kansil menyampaikan tentang perusahaan yang 
memberikan jasa perantara yang terikat pada persetujuan tertentu atas nama dan untuk 
principalnya disebut agen perniagaan, sedangkan perusahaan dari agen perniagaan tersebut 
biasa disebut dengan agentuur sedangkan untuk persetujuan yang dibuat oleh agen 
perniagaan dan principalnya disebut dengan agentuur contract. Agen perniagaan yang 
bertugas sebagai perantara dapat mewakili beberapa perusahaan asalkan tidak boleh 
merugikan principalnya, karena ia bertindak atas nama pengusaha yang ia wakili, dan tidak 
atas nama diri sendiri serta agen berhak untuk memperoleh provisi dari principalnya. 
                                                             
6Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Rajawali Pers, Jakarta, 1994,  hlm. 13. 
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“Keberadaan agen tidak diatur dalam KUHD, tetapi banyak terdapat dalam praktik 
perniagaan sehari-hari”7. 
Hubungan hukum antara agen dan Bank Laku Pandai dalam kegiatan layanan 
perbankan branchlesss banking merupakan “ suatu hubungan hukum di mana seseorang/ 
pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang/ pihak prinsipal untuk 
melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain”8. Adanya kuasa dari orang/ principal 
maka tindakan-tindakan yang dilakukan agen dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh 
principal, tetapi apabila agen melakukan hal-hal diluar batas wewenangnya maka agen harus 
bertanggung jawab atas tindakannya. 
Perorangan atau badan hukum yang berkeinginan menjadi agen laku pandai  harus 
melalui beberapa penilaian/  fit and propertest. Pentingnya keberadaan agen dalam 
menunjang layanan branchless banking, maka Antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dan 
agen terdapat kerjasama tertulis, yang berisi hal-hal yang termuat dalam pasal 22 ayat (22) 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan 
Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif : 
a. Hak dan kewajiban Bank penyelenggara Laku Pandai dan Agen; 
b. Ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen; 
c. Penetapan wilayah kerja operasional Agen; 
d. Penetapan klasifikasi Agen; 
e. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya; 
f. Mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen; 
g. Syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama; 
h. Penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi; 
i. Kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama; dan 
j. Tata cara penyelesaian perselisihan. 
Kerjasama tersebut sangat penting bagi kedua belah pihak, agar ada aturan yang jelas 
tentang kegiatan perbankan branchless banking ini, mengingat bahwa kegiatan bank sangat 
rawan dengan berbagai tindak pidana, karena itulah sangatlah perlu agen mendapatkan 
                                                             
7CST Kansil dan Christine ST Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2002, hlm. 42. 
8Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 53. 
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pelatihan-pelatihan yang intensif yang diadakan oleh Bank, untuk meminimalisir kesalahan 
atau fraud. 
Agen dan Bank Laku Pandai dalam melakukan kerjasama harus dicantumkan dalam 
perjanjian kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Bank Laku Pandai dan agen harus 
sesuai dengan kedudukannya, yaitu dalam satu kota atau kabupaten yang sama. 
Bank Laku Pandai dan agen mempunyai kedudukan yang berbeda yang masing-
masing mempunyai hak dan tanggung jawab. Agen sebagai kepanjangan tangan dari Bank 
Laku Pandai mempunyai peran yang penting dalam keberhasilan penyelenggaraan layanan 
perbankan branchless banking. Peran penting agen ini hanya sebatas kepanjangan tangan 
atau wakil dari Bank Laku Pandai dalam memberikan layanan branchless banking seperti 
yang tercantum dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara agen dan Bank Laku Pandai.  
Dampak dari kemajuan tehnologi perbankan saat ini dimungkinkan sekali antar bank 
terjadi pertukaran informasi atas data nasabah. Apabila nasabah merasa dirugikan akibat 
terbukanya keterangan tentang data dirinya dan simpanannya, maka nasabah berhak 
mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan apabila terdapat kesalahan, 
tetapi apabila pihak nasabah tetap merasa dirugikan maka dapat mengajukan permasalahan 
tersebut kepada pengadilan setempat, karena kepentingan nasabah atas simpanannya 
mendapat perlindungan hukum sebagaimana termuat dalam pasal 45 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan. 
Agen sebagai kepanjangan tangan dari Bank Laku Pandai sangat rawan dengan 
terjadinya terbukanya data nasabah penyimpan dan simpanannya. Agen yang dalam 
pelaksanaannya sangat memungkinkan secara tidak sengaja menyampaikan informasi 
tentang data nasabah dan simpanannya ke pihak lain, misalnya : 
a. Menyampaikan informasi secara langsung kepada pihak lain tanpa kuasa khusus dari 
nasabah peminjam. 
b. Hilangnya data-data nasabah peminjam yang disimpan oleh agen dikarenakan faktor 
sengaja ataupun tidak. Kehilangan data-data nasabah dapat terjadi karena  :  
1. Minimnya fasilitas penyimpanan dokumen milik nasabah dan atau tempat 
penyimpanan dokumen nasabah tersebut tidak sesuai dengan standart perbankan 
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dikarenakan minimnya atau tidak ada sama sekali dana untuk pengadaan penyimpanan 
dokumen nasabah. 
2. Terjadi kerusakan jaringan pada tehnologi informasi. 
3. Kurangnya pemahaman dan tanggung jawb agen terhadap pentingnya data nasabah. 
4. Kurangnya pengetahuan agen tentang kewajiban dalam merahasiakan data nasabah 
penyimpan dan simpanannya. 
5. Tidak ada aturan yang jelas mengatur tentang kewajiban bagi agen untuk menyimpan 
rahasia data nasabah simpanan dan simpanannya. 
Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “keadaan 
wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 
diperkarakan,dsb”9. Pada umumnya, tanggung jawab hukum dapat diartikan bahwa 
perbuatan yang manusia atau individu lakukan harus dapat dipertanggung jawabkan atau 
perbuatan hukum yang kita lakukan tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat 
dalam hukum. Abdul Kadir Muhamad mengemukakan tentang  teori tanggung jawab dalam 
perbuatan hukum atau tort liability dibagi menjadi 3 teori, yaitu : 
a.  “Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja 
(intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa 
sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 
mengakibatkan kerugian. 
b.  Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian 
(negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang 
berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend). 
c.  Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan 
kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun 
tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas 
kerugian yang timbul akibat perbuatannya”10 
Pengertian pertanggungjawaban menurut Titik Triwulan adalah bahwa 
“pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak 
hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan 
                                                             
9KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/tanggung jawab, diakses 2 Maret 2015 pukul 
09.00 WIB. 
10Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503. 
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kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya”11. Berdasarkan 
hukum perdata, pertanggung jawaban terdiri dari unsur kesalahan dan resiko, yang biasa 
disebut liabilty without based on fault (tanggung jawab karena adanya kesalahan) dan 
liabilty without fault (tanggung jawab tanpa ada kesalahan) yang biasa disebut dengan strick 
liabiliy (tanggung jawab mutlak atau resiko). Liabilty without based on fault(tanggung jawab 
karena adanya kesalahan) adalah pertanggung jawaban seseorang karena kesalahan yang 
dilakukannya sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau orang lain, sedangkan 
liabilty without fault (tanggung jawab tanpa ada kesalahan) yang biasa disebut dengan strick 
liabiliy (tanggung jawab mutlak atau resiko) adalah bahwa seseorang harus bertanggung 
jawab atas segala resiko yang terjadi sehubungan dengan usaha yang dilakukannya.   
Kewajiban agen untuk merahasiakan data nasabah dan simpanannya belum diatur 
secara tegas di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Resiko yang mungkin 
timbul adalah apabila terjadi terbukanya data nasabah dan simpanannya maka tidak bisa 
serta merta agen dituntut oleh nasabah. 
Tidak adanya aturan yang jelas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
19/POJK.03/2014 November 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam 
Rangka Keuangan Inklusif, terutama tentang kewajiban agen dalam memberikan 
perlindungan kepada nasabah yaitu kewajiban dalam melindungi nasabah penyimpan dan 
simpanannya, maka dapat menimbulkan masalah dikemudian hari terutama dalam hal siapa 
yang harus bertanggungjawab apabila terjadi tuntutan dari nasabah atas terbukanya data dan 
simpanannya, karena bisa saja, agen mengelak atau menolak untuk bertanggung jawab 
apabila nasabah melakukan tuntutan kepadanya, dan akhirnya melemparkan kesalahan ini 
kepada pihak bank. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terutama pada pasal 29 ayat (4) 
menyebutkan : “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai 
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang 
dilakukan melalui bank“, sedangkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  terutama pada 
pasal 4 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa: 
                                                             
11Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48. 
18 
 
1. Ayat (1) : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan 
informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak 
menyesatkan”.  
2. Ayat (2) : “Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen 
atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti”. 
Ketentuan tersebut sangat terlihat bahwa bank wajib memberikan informasi secara 
terbuka dan jelas terhadap segala resiko yang timbul akibat transaksi yang dilakukan oleh 
nasabah. Informasi ini harus disosialisasikan pada masyarakat dalam hal ini nasabah, agen 
dan bank agar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari adanya transaksi 
keuangan produk perbankan maka para pihak dapat langsung meminta pertanggung jawaban 
kepada pihak yang melakukan kesalahan atau fraud. 
Tanggung jawab Bank Laku Pandai dalam kedudukannya sebagai penyedia layanan 
perbankan branchless banking berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan 
Inklusif hanya sebatas tanggung jawab terhadap perbuatan agen yang tercantum dalam 
perjanjian kerjasama.  
Berdasarkan penelitian secara normatif yang dilakukan penulis, maka nasabah 
penyimpan dan simpanannya  harus mendapat perlindungan hukum  serta terjamin data dan 
simpanannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terbukanya data 
nasabah simpanan dan simpanannya yang timbul karena layanan branchles banking menjadi 
tanggung jawab kedua belah pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyampaikan 
bahwa  
Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang 
lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 
untuk menggantikan kerugian tersebut. 
Pasal 1366 :  Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan 
perbuatan-perbuatan,melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian 
atau kesembronoannya. 
Pasal 1367 :  Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan 
perbuatannyasendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-
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perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-
barang yang berada di bawah pengawasannya. 
Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat 
disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak menjadi 
tanggung jawab pelaku dan penanggung, maka apabila terjadi terbukanya rahasia bank atas 
data nasabah penyimpan dan simpanan yang bertanggung jawab adalah agen dan Bank Laku 
Pandai. Kedua belah pihak harus mempertanggung jawabkan walaupun hal tersebut tidak 
tercantum dalam peraturan perundang-undangan.  
Tindakan agen yang membuka rahasia bank dapat dituntut oleh Bank Laku Pandai 
dikarenakan bertentangan dengan pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
menyatakan bahwa :  
Ayat 1 :  Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu 
perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu 
bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 
Ayat 2 :  Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu. 
Ketentuan yang terdapat pada pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan agen dan Bank Laku Pandai dalam 
memberikan layanan branchless banking maka agen dapat dituntut oleh Bank Laku Pandai 
untuk selalu menjaga rahasia bank yang mana antara agen dan Bank terikat dalam perjanjian 
untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu dalam memberikan layanan branchless banking pada 
masyarakat. 
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipergunakan 
sebagai dasar untuk meminta pertanggung jawaban Bank Laku Pandai bersama-sama dengan 
agen untuk bertanggung jawab apabila terjadi terbukanya data nasabah penyimpan dan 
simpanannya. 
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Simpulan  
Kedudukan dan tanggung jawab agen dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka 
Keuangan Inklusif belum secara rinci atau lengkap mengatur tentang tehnis pelaksanaan 
agen dalam memberikan layanan perbankan branchless banking beserta sanksinya. 
Ketentuan sanksi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang 
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif hanya membahas 
sanksi yang akan di terima oleh Bank Laku Pandai, yaitu terletak pada pasal 42. Pada pasal 
tersebut, bank dan lembaga jasa keuangan selaku penyelenggara laku pandai apabila 
melakukan fraud, maka terutama melanggar pasal Pasal 5 ayat (9), Pasal 8, Pasal 19 ayat (6) 
dan ayat (7), Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 
30 ayat(3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Lembaga JasaKeuangan yang 
melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), akan dikenakan sanksi administratif sebagai 
berikut peringatan tertulis, pembatasan dan/ atau pembekuan kegiatan usaha tertentudan/atau 
penurunan tingkat kesehatan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpukan sebagai 
berikut: 
1. Agen bukanlah pihak termaksud dalam pasal 46 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
walaupun dalam kenyataannya agen memang menjalankan usaha dalam melakukan 
penghimpunan dana dari masyarakat. Agen bukan pula sebagai pegawai bank 
sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang   
Perbankan. Agen merupakan kepanjangan tangan dari Bank yang menyelenggarakan 
layanan branchless banking untuk memberikan layanan keuangan pada masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan 
Inklusif. 
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan 
Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang belum mengatur dengan jelas 
terutama tentang kewajiban agen dalam memberikan perlindungan kepada nasabah yaitu 
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kewajiban dalam melindungi nasabah penyimpan dan simpanannya, maka dapat 
menimbulkan masalah dikemudian hari terutama dalam hal siapa yang harus 
bertanggungjawab apabila terjadi tuntutan dari nasabah atas terbukanya data dan 
simpanannya, karena bisa saja, agen mengelak atau menolak untuk bertanggung jawab 
apabila nasabah melakukan tuntutan kepadanya, dan akhirnya melemparkan kesalahan ini 
kepada pihak Bank Laku Pandai. Bank Laku Pandai dan agen harus secara bersama-sama 
bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dalam hal ini terutama apabila terjadi 
terbukanya data nasabah penyimpan dan simpanannya, merujuk pada ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 
pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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